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ABSTRACT 
 
This study discusses the State Financial Loss Recovery Efforts Through 
Criminal Charges Based on the Republic of Indonesia Attorney General 
Circular Letter Number: SE003 / A / JA / 02/2010 In Corruption Case 
(Case Study in District Attorney Sanggau) to see how the Attorney 
General's Circular Letter applicable in internally Attorney, can be used as 
one tool in an effort to quickly save the state's financial losses from the 
suspect, accused or convicted of corruption. In addition to apply the 
prosecution of the defendant to pay compensation as a substitute for 
criminal punishment in addition to the principal (imprisonment and fines) in 
the event of a suspect, accused or convicted of not returning the state's 
financial losses, no money is being confiscated, no property is seized to 
cover the state's financial losses aspects, of the Attorney General's 
Circular Letter to amplified for all legislation governing compensation by 
the offender. The problems of recovering the country's financial losses is 
one of the purposes of corruption law in handling of corruption cases, in 
addition to imprisonment prosecute of the perpetrators. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini membahas Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan 
Negara Melalui Tuntutan Pidana Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung 
Republik Indonesia Nomor: SE003/A/JA/02/2010 Dalam Perkara Tindak 
Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sanggau) dengan 
melihat bagaimana Surat Edaran Jaksa Agung tersebut yang berlaku di 
internal Kejaksaan dapat digunakan sebagai salah satu alat dalam upaya 
secara cepat menyelamatkan uang negara dari para tersangka, terdakwa 
maupun terpidana tindak pidana korupsi. Bahwa, selain dengan 
menerapkan dituntutnya terdakwa untuk membayar uang pengganti 
sebagai pidana tambahan selain pidana pokok (penjara dan denda) 
apabila dari tersangka, terdakwa maupun terpidana belum ada 
pengembalian uang negara, tidak ada uang yang disita, tidak ada harta 
benda yang dirampas untuk menutup kerugian keuangan negara, aspek 
Surat Edaran Jaksa Agung ini menjadi salah satu alat penguat bagi 
seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ganti rugi 
oleh pelaku. Masalah penyelamatan keuangan negara adalah salah satu 
tujuan dari undang-undang  tindak pidana korupsi dalam penanganan 
kasus korupsi, selain penidakan dengan hukuman penjara bagi para 
pelaku. 
 
Kata Kunci: Surat Edaran, Penyelamatan Uang Negara, 
Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. 
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1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Dalam upaya penegakan hukum tersebut, salah satu badan 
atau lembaga atau institusi yang bekerja atas nama negara disebut 
juga sebagai penegak hukum adalah Kejaksaan Republik Indonesia 
(Kejaksaan) yang menjalankan fungsinya berkaitan 
dengankekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan 
negara di bidang penuntutan serta kewenanganlain berdasarkan 
undang-undang1,  Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak 
hukum sesuai UU No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia, dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan 
supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak 
asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan 
nepotisme.2sejalan dengan pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.8 
Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang disebut Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana3  (KUHAP4). 
Dalam perkara tindak pidana korupsi, menyangkut kerugian 
keuangan negara atau perekonomian negara, pasal yang 
dipersangkakan kepada para tersangka oleh penyidik, maupun pasal 
yang didakwakan oleh penuntutan umum didasarkan pada pasal 2 
ayat (1) atau ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No.31 
                                                 
1
 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia 
2
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia;Lihat Penjelasan 
3
 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana; pasal 285 
4
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang : Pelaksanaan Kitab Undang Undang 
Hukum Acara Pidana: Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan KUHAP adalah 
singkatan dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 
285 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
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Tahun 1999) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (UU No.20 Tahun 2001). 
Dalam upaya agar tersangka/terdakwa mengembalikan 
kerugian uang negara dilakukan salah satunya yang ada pada 
Kejaksaaan adalah dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik 
Indonesia Nomor : SE003/A/JA/02/2010 (SEJA 003) tertanggal 25 
Februari 2010 yang berlaku di internal Kejaksaan Republik Indonesia  
sebagai Pedoman Tuntutan Pidana Tindak Pidana Korupsi 
Terhadap upaya pengembalian uang negara, terdapat Surat 
Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 
SE003/A/JA/02/2010 tertanggal 25 Februari 2010, Tentang Pedoman 
Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi,sebagai instrument 
hukum yang telah berimplikasi lain didalam masing-masing 
penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi, yang tidak terlepas 
dari apakah tersangka maupun terdakwa tindak pidana perkara 
korupsi itu telah mengembalikan kerugian keuangan negara, baik 
pada saat masih dalam proses penyidikan maupun penuntutan di 
pengadilan, yang disesuaikan dengan besaran persentase 
pengembalian keuangan negara oleh tersangka maupun terdakwa 
yang dipersangkakan maupun di dakwa dengan pasal 2 ayat (1) 
maupun pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo.UU No.20 Tahun 
2001.Sebagai contoh 
1. Dalam perkara atas nama terdakwa EPY FRANKHI 
Als.FANJUNG di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada 
Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 
30/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK. Terdakwa EPY 
FRANKHI Als.FANJUNG di tuntut oleh Penuntut Umum dari 
Kejaksaan Negeri Sanggau bersalah melakukan tindak pidana 
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korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut 
sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo.pasal 18 ayat 
(1) huruf a, b, ayat (2), (3) UU No. 31Tahun1999jo.UU No.20 
Tahun 2001jo.Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 
KUHP dan menuntut agar terdakwa dijatuhkan pidana penjara 
selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. 
Jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan perbuatan 
terdakwa adalah sebesar Rp.736.350.000 (tujuh ratus tiga puluh 
enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga didalam 
pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam yang menyangkut 
unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
atau suatu korporasi”5 disebutkan “Menimbang, bahwa selama 
persidangan perkara ini berjalan terdakwa telah dua kali berupaya 
mengembalikan kerugian keuangan negara sehingga semuanya 
berjumlah Rp. 185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta 
rupiah) dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini” 
Didalam pertimbangan hukum yang menyangkut unsur yang 
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, 
Majelis Hakim juga mempertimbangkan sebagai berikut 
“Kemudian ada pengembalian uang dari terdakwa sebesar Rp. 
185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) sehingga 
jumlah kerugian negara menurut majelis adalah sebesar Rp. 
551.350.000 (lima ratus liam puluh satu juga tiga ratus ribu 
rupiah).6 
Adanya kerugian keuangan negara Rp.736.350.000 (tujuh ratus 
tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) 
pengembalian kerugian negara oleh terdakwa sebesar Rp. 
185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) adalah 
                                                 
5
 Putusan dalam perkara Nomor: 30/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK halaman 81 
6
 Ibid.halaman 81 
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paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari kerugian 
keuangan negara yang didakwakan yakni sebesar 
Rp.736.350.000 (tujuh ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima 
puluh ribu rupiah) sehingga penuntut Umum telah menuntut 
terdakwa dengan pidana penjara paling singkat  2 (dua) tahun 
dan 6 (enam) bulan sesuai Surat Edaran Jaksa Agung Republik 
Indonesia Nomor : SE003/A/JA/02/2010 (SEJA Nomor : 
SE003/A/JA/02/2010) tertanggal 25 Februari 2010 yang berlaku 
di internal Kejaksaan Republik Indonesia  sebagai Pedoman 
Tuntutan Pidana Tindak Pidana Korupsi.  
2. Selanjutnya dalam perkara atas nama Terdakwa POLAN ARIO 
TEJO, SP. MKM  Nomor : 03/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.PTK 
Terdakwa POLAN ARIO TEJO, SP. MKM di tuntut oleh Penuntut 
Umum dari Kejaksaan Negeri Sanggau bersalah melakukan 
tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan 
berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 
jo.pasal 18 UU No.31Tahun1999jo.UU No. 20 Tahun 
2001jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan menuntut agar 
terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua4 (empat) 
tahun dan 6 (enam) bulan. 
Didalam perkara tersebut, jumlah kerugian keuangan negara 
yang diakibatkan perbuatan terdakwa bersama-sama dengan 
saksi drg. Ruth Juliani Barus dan saksi Matheus Remang dalam 
Pengadaan Obat Peningkatan Ketahanan Fisik Anak Sekolah 
Tahun Anggaran 2006 dan 2007 Pada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Sanggau oleh Auditorat Utama Keuangan Negara VI 
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 
01/HP/XIX.PNK/03/2011 Tanggal 01 Maret 2011 adalah sebesar 
Rp. 4.719.321.685,50 (empat milyar tujuh ratus sembilan belas 
ribu tiga ratus dua puluh satu enam ratus delapan puluh lima 
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rupiah koma lima puluh sen), sehingga didalam pertimbangan 
hukum Majelis Hakim dalam yang menyangkut unsur “dengan 
tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi”7 disebutkan 
“Bahwa dengan demikian akibat perbuatan terdakwa Polan 
Ario Tejo, SP,MKM,bersama-sama dengan saksi drg. Ruth 
Juliani Barus dan saksi Matheus Remangdiatas, 
mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 
4.719.321.685,50(empat milyar tujuh ratus sembilan belas 
ribu tiga ratus dua puluh satu enam ratusdelapan puluh lima 
rupiah koma lima puluh sen) sebagaimana Laporan 
HasilPemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara Atas 
Dugaan Tindak Pidana KorupsiPengadaan Obat 
Peningkatan Ketahanan Fisik Anak Sekolah Tahun 
Anggaran 2007Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau 
oleh Auditorat Utama Keuangan NegaraVI Perwakilan 
Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 
01/HP/XIX.PNK/03/2011Tanggal 01 Maret 2011atau setidak-
tidaknya sejumlah itu. 
Bahwa terhadap pelaksanaan pengadaan obat cacing dan 
vitamin dalam proyek peningkatan ketahanan fisik anak 
sekolah tahun 2006 dan 2007 telah diaudit oleh Itwil 
Kabupaten Sanggau dan ditemukan adanya kemahalan 
pembelian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau 
sehingga pihak PT. Rajawali Nursindo Pontianak 
mengembalikan kemahalan tahun 2006 kepada Dinas 
Kesehatan Kabupaten Sanggau sebesar Rp. 226.000.000,00 
(dua ratus dua puluh enam juta rupiah) lalu oleh Dinas 
Kesehatan Kabupaten Sanggau dana tersebut disetorkan ke 
Kas Daerah Pemda Kabupaten Sanggau dan PT. Rajawali 
Nusindo Pontianak mengembalikan kemahalan tahun 2007 
kepada terdakwa Polan Ario Tejo, MKM sebesar Rp. 
250.000.000,00 lalu dana tersebut dititipkan ke bank Mandiri 
Cabang Pontianak dengan demikian dana yang telah 
dikembalikan oleh PT. Rajawali Nusindo Pontianak terhadap 
kerugian negara dalam pengadaan obat cacing dan vitamin 
tahun anggaran 2006 dan 2007 seluruhnya sebesar Rp. 
476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah)” 
                                                 
7
 Putusan dalam perkara Nomor: 30/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK halaman 81 
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Adanya kerugian keuangan negara Rp. 4.719.321.685,50 dan 
pengembalian kerugian negara oleh PT. Rajawali Nursindo 
Pontianak terhadap kemahalan tahun 2006 kepada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Sanggau sebesar Rp. 226.000.000,00 dan PT. Rajawali 
Nusindo Pontianak mengembalikan kemahalan tahun 2007 kepada 
terdakwa Polan Ario Tejo, MKM sebesar Rp. 250.000.000,00 adalah 
paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari kerugian keuangan 
negara yang didakwakan yakni sebesar Rp. 
4.719.321.685,50sehingga penuntut Umum telah menuntut terdakwa 
dengan pidana penjara paling singkat  4 (empat) tahun dan 6 (enam) 
bulan sesuai Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 
SE003/A/JA/02/2010 (SEJA Nomor : SE003/A/JA/02/2010) 
Sebagai instrument hukum yang berlaku secara internal di 
Kejaksaan, keberadaan SEJA 003 memanglah bukan sebagai alat 
terakhir bagi Kejaksaan dalam upaya untuk menyelamatkan uang 
negara akibat tindak pidana korupsi atau upaya mengembalikan 
kerugian keuangan negara/daerah dari para tersangka atau terdakwa 
tindak pidana korupsi pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No.31 Tahun 
1999 jo.UU No.20 Tahun 2001 
Adanya SEJA Nomor : SE003/A/JA/02/2010 Tentang Pedoman 
Tuntutan Pidana Tindak Pidana Korupsi.telah menarik minat Penulis 
untuk meneliti dan membahasnya melalui penelitian tesis dengan 
judul “Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui 
Tuntutan Pidana Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung 
Republik Indonesia Nomor: SE003/A/JA/02/2010 Dalam Perkara 
Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri 
Sanggau) 
1.2 Masalah 
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Dari uraian dan penjelasan pada latar belakang masalah di 
atas, dirumuskan masalah yang berhubungan Disparitas tuntutan 
terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi oleh 
Penuntut Umum, dalam upaya menyelamatkan keuangan negara 
atau mengembalikan kerugian keuangan negara dari tersangka 
maupun terdakwa, sebagai satu-satunya alat negara penegak hukum 
yang memiliki wewenang dan hak untuk melakukan penuntutan 
(dominus litis) adalah sebagai berikut : 
1. Apakah dengan adanya Surat Edaran Jaksa Agung Republik 
Indonesia Nomor : SE003/A/JA/02/2010 Piihak Kejaksaan Bisa 
Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana 
Korupsi dari Terdakwa? 
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dari Jaksa untuk 
mengembalikan Kerugian Negara berdasarkan Surat Edaran 
Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 
SE003/A/JA/02/2010? 
1.3 Metode Penelitian 
Metode dalam penelitian tesis ini akan dilakukan dengan 
metode penelitian hukum normatif karena hendak mengetahui faktor/ 
variabel yang perlu dipertimbangkan untuk penyusunan surat 
tuntutan / variabel yang membedakan dalam pembuatan surat 
tuntutan terhadap terdakwa perkara tindak pidana korupsi, dengan  
pendekatan kasus(Case Approach), yang didasarkan pada 
pertimbangan Penuntut umum. 
2. Pembahasan  
Penyelamatan keuangan negara yang hilang akibat tindak 
pidana korupsi merupakan salah satu langkah penting untuk 
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merestorasi (memulihkan) keadaan keuangan negara dan atau 
perekonomian negara, di samping menjatuhkan hukuman badan 
kepada pelaku korupsi. 
Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 
SE003/A/JA/02/2010 tertanggal 25 Februari 2010, Tentang 
Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi 
sebagai Surat Edaran yang dikeluarkan instansi pemerintah sebagai 
naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang 
dianggap penting dan mendesak, yang mana wewenang penetapan 
dan penandatanganan Surat Edaran dilakukan oleh pejabat pimpinan 
tertinggi instansi pemerintah dapat yang dilimpahkan kepada pejabat 
pimpinan sekretariat instansi pemerintah atau pejabat yang ditunjuk 
sesuai dengan substansi surat edaran. 
Alasan Jaksa Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor : 
SE003/A/JA/02/2010 sebagaimana termuat didalam paragraf 
pertama Surat Edaran tersebut, adalah sebagai pedoman penuntutan 
tindak pidana korupsi guna mencegah atau meminimalkan disparitas 
tuntutan pidana. Dalam hal ini, Surat Edarandapat pula diartikan 
sebagai tolak ukur bagi para penuntut umum kejaksaan di indonesia 
didalam memberikan tuntutan pidana terhadap terdakwa dalam 
perkara tindak pidana korupsi. 
Surat Edaran juga memperkuat keberadaan Surat Jaksa Agung 
Muda  Tindak Pidana Khusus Nomor B-2185/F/Ft.1/10/2009 Perihal 
Pengembalian kerugian keuangan Negara pada tahap penututanI 
persidangan,8 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi di 
Seluruh Indonesia, menyebutkan bahwa dalam beberapa 
penanganan perkara tindak pidana korupsi semakin banyak 
                                                 
8
http://kejaksaan.go.id/produk_hukum.php?page=11&id_uu=&id=3&id_prod=&jud=PIDAN
A%20KHUSUS&tahun=&noteng=&prodhkm=&bidang=&thncb=#http://kejaksaan.go.id/produk_
hukum.php?page=3&id_uu=&id=3&id_prod=&jud=PIDANA%20KHUSUS&tahun=&noteng=&
prodhkm=&bidang=&thncb=2010# 
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Tersangka/Terdakwa dengan  sukarela mengembalikan kerugian 
keuangan negara berupa sejumlah uang kepada Jaksa Penuntut 
Umum (tahap penuntutan maupun tahap persidangan), baik dalam 
bentuk penyerahan maupun penitipan. 
Dari danya Surat Edarandan Surat Jaksa Agung Muda  Tindak 
Pidana Khusus,terlihat adanya upaya Kejaksaan secara represif 
dalam kapasistas sebagai penyidik maupun penuntut umum perkara 
tindak pidana korupsi, untuk mengembalikan kerugian keuangan 
negara dari perbuatan korupsi dari tersangka-tersangka maupun 
terdakwa-terdakwa tindak pidana korupsi. 
Upaya pencegahan  dan pemberantasan tindak pidana korupsi 
memang telah dilakukan sejak adanya Peraturan Penguasa Militer 
tertanggal 9 Aprill 1957 Nomor PRT/PM/06/1957 untuk kali pertama, 
diperkenalkan suatu jenis baru delik yang diberi nama “korupsi” 
(pasal 2)9, masa Undang-Undang No 24/Prp/Tahun 1960 Tentang 
Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, 
diganti dengan Undang-Undang No 3 Tahun 1971 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Selain itu terdapat pula TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, UU No. 31 
Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 30 Tahun 2002, UU 
No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention 
Againts Corruption 2003, Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2005 
Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi, Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 Tentang 
Percepatan Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 
                                                 
9
E.Utrech/Moh.Saleh Djindang,1982;Pengantar dalam Hukum Indonesia (Cetakan 
Kesebelas):Sinar Harapanhalaman 397 
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Tahun 2010 TentangPencegahan Dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang10 (UU No.8 Tahun 2010). 
Pasal 4 UU No.31 Tahun 1999 yang mengatur bahwa adanya 
pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara 
tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU 
No.20 Tahun 2001 juga terkait dengan Pasal 64  (2) UU No.1 Tahun 
2004 yang menyebut bahwa putusan pidana tidak membebaskan 
dari tuntutan ganti rugi serta masalah ketentuan pidana, sanksi 
administratif,dan ganti rugi dalam pasal 34 dan 35 UU No.17 Tahun 
2003 dan masalah penyelesaian kerugian negara/daerah didalam 
pasal 59 sampai dengan pasal 64 UU No.1 Tahun 2004 serta 
masalah pengenaan ganti kerugian negara didalam pasal 22 dan 23 
UU No.15 Tahun 2004. 
Demikian pula pasal 32 ayat (2) UU No.31 Tahun 1999, bahwa 
putusan bebas dimana kesalahan terdakwa atas perbuatan yang 
didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 
(vrijspraak) atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum (onslag 
van recht vervolging) dikarenakan perbuatan yang didakwakan 
kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu 
tindak pidana didalam perkara tindak pidana korupsi, juga tidak 
menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan 
negara. 
Dari ketentuan pasal 32 UU No.31 Tahun 1999 tersebut, bahwa 
tujuan dari diajukannya gugatan perdata oleh instansi yang dirugikan 
dengan diwakili Jaksa, walaupun terdakwa dalam tindak pidana 
                                                 
10
 UU No.8 Tahun 2010 mencabut dan menyatakan tidak berlaku UU No. 15 Tahun 2002 
Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak 
Pidana Pencucian Uang 
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korupsi di putus vrijspraak atau onslag van recht vervolging, apabila 
ditafsirkan secara gramatikal, historis, sistematis, autentik dapat 
dimaknakan pasal ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian-
kerugian keuangan negara. 
Kerugian negara/daerah akibat perbuatan melawan hukum baik 
sengaja maupun lalai akibat perbuatan dari pihak mana pun harus 
segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku11. Melihat penjelasan pasal 59 ayat (1) UU No.1 Tahun 
2004, bahwa Kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran 
hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan 
bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif 
atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan 
kebendaharaan.  
Ganti rugi sebagaimana dimaksud didasarkan pada ketentuan 
Pasal 35 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara. Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk 
mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta 
meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai 
negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan 
pada khususnya. 
Kekayaan tersangka/terdakwa yang didapat dengan cara 
melawan hukum ataupun keuntungan tersangka/terdakwa yang 
didapat dengan cara menyalahgunakan kewenangan,  kesempatan 
atau sarana yang ada padanya karena  jabatan  atau   kedudukan 
yang dapat merugikan keuangan negara/daerah tersebut, sangat 
mudah untuk dialihkan/disembunyikan bahkan dengan pola 
pencucian uang yangkejahatan pokoknya (predicate crime)adalah 
tindak pidana korupsi. 
                                                 
11
 Pasal 59 ayat (1) UU No.1 Tahun 2004 
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Kerugian keruangan negara/daerah tidak dengan mudah dapat 
diganti atau dikembalikan oleh tersangka, terdakwa maupun 
terpidana atau dari orang yang diwajibkan dan bertanggung jawab 
mengganti kerugian negara/daerah setelah kerugian negara itu 
diketahui seperti yang dimaksud peraturan perundang-undangan.  
Sebagai instrument hukum internal Kejaksaan, Surat Edaran 
bukan sebagai ultimum remedium / alat terakhir bagi Kejaksaan 
sebagai penyidik maupun Penuntut Umum dalam upaya untuk 
mengembalikan kerugian keuangan negara/daerah dari para 
tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi pasal 2 ayat (1) atau 
pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo.UU No.20 Tahun 2001. 
Upaya-upaya lain yang dapat dilakukan Kejaksaan untuk 
mengembalikan kerugian keuangan negara/daerah dari para 
tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi pasal 2 ayat (1) atau 
pasal 3 dapat dilakukan dengan cara menuntut  terdakwa dijatuhkan 
pidana tambahan perampasan barang bergerak yang berwujud atau 
yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan 
untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk 
perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsidilakukan, 
begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; 
pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya 
sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana 
korupsi.12 
Pidana tambahan lain yang dituntutberupa penyitaan harta 
benda terpidana untuk dilelang menutupi uang pengganti, jika 
terpidana tidak membayar uang pengganti yang dikenakan 
kepadanya. Dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda 
yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana 
                                                 
12 Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2), ayat (3) UU No.31 Tahun 1999 jo.UU No.20 Tahun 2001  
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dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana 
penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari 
pidana pokoknya. 
Terhadap ketentuan pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo.UU 
No.20 Tahun 2001 ini, pertimbangan hukum atas alat-alat bukti yang 
sah serta keyakinan Majelis Hakim didalam putusan yang menjadi 
penentu berapa nilai atau jumlah uang pengganti kerugian keuangan 
negara/daerah yang harus dibayarkan terdakwa atau terpidana untuk 
mengembalikan kekayaan negara, maupun jenis hukuman lainnya. 
Dari contoh perkara atas nama terdakwa  EPY FRANKHI 
Als.FANJUNG bahwa jumlah kerugian keuangan negara yang 
diakibatkan perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp.736.350.000  
dan terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara 
sejumlah Rp. 185.000.000 dan sisa jumlah kerugian negara menurut 
majelis adalah sebesar Rp.551.350.000.13 Jumlah Rp. 185.000.000 
adalah sebesar 25 % dari total kerugian keuangan negara yang 
didakwakan menurut SEJA 003. 
Terhadap sisa jumlah kerugian negara, menurut majelis adalah 
sebesar Rp. 551.350.000 terdakwa telah dituntut dan diputus untuk 
menggantinya dan apabila terpidana tidak membayar dalam waktu 1 
bulan sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap, maka diganti dengan 1 (satu) Tahun Penjara. 
Demikian pula terhadap perkara atas nama terdakwa POLAN 
ARIO TEJO, SP. MKM, yang jumlah kerugian keuangan negara Rp. 
4.719.321.685,50. Dari total jumlah kerugian negara tersebut, 
sebesar Rp. 476.000.000 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) 
atau kurang dari 25 % telah dikembalikan terdakwa. sehingga 
penuntut umum telah menuntut terdakwa dengan pidana penjara 
                                                 
13 Ibid.halaman 81 
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paling singkat  4 tahun dan 6  bulan sesuai Surat Edaran. Akan tetapi 
Pengadilan telah memutus menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 
POLAN ARIO TEJO, SP. MKM pidana penjara selama 2tahun dan 6 
bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 dengan ketentuan 
apabila tidak dibayar diganti dengan pidana pejara selama 3 bulan. 
Dibandingkan dengan erkara atas nama terdakwa DIDI 
NURDIANSYAH, S.Ip yang dituntut dengan dakwaan yang dapat 
dibuktikan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), (3) UU No. 
31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 
KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP dalam perkara tindak pidana korupsi 
Penggunaan Belanja Hibah Oleh Panwaslu Dalam Rangka Pemilihan 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode 2008-2013 
Kabupaten Sanggau, terdapat kerugian keuangan negara sebesar 
Rp.67.268.361,83 (Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh 
Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu Koma Delapan Puluh 
Tiga Rupiah. 
Dalam perkara atas nama terdakwa DIDI NURDIANSYAH, S.Ip 
kerugian keuangan negara sebesar Rp. 67.268.361,83 (enam puluh 
juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh satu 
rupiah delapan tiga sen). Terdakwa ada mengembalikan kerugian 
keuangan yang terhadap uang pengembalian tersebut dilakukan 
penyitaan sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh Belas juta rupiah), 
sehingga sisa kerugian keuangan negara sebesar Rp.50.268.361,83 
(lima puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam 
puluh satu rupiah delapan tiga sen).  
Terdakwa DIDI NURDIANSYAH, S.Ip dituntut pidana badan 
selama 2 (Dua) tahun 6 (enam bulan) di kurangi selama terdakwa 
berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan. 
Terhadap terdakwa juga dituntut pidana tambahan untuk membayar 
ganti rugi sebesar Rp.50.268.361,83 (lima puluh juta dua ratus enam 
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puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah delapan tiga 
sen) dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling 
lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya 
dapat di sita oleh jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti 
tersebut dan pabila terdakwa/ terpidana tidak mempunyai harta 
benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut 
maka di pidana selama 2 (dua) Bulan 
Didalam perkara lain, yang terdakwa tidak ada mengembalikan 
kerugian negara ataupun dari terdakwa tidak terdapat uang yang 
disita dalam hal ini perkara atas nama terdakwa YANSEN AKUN 
EFFENDY,SH,M.Si,MH (mantan Bupati Sanggau) yang perkaranya 
disidangkan di Pengadilan Negeri Sanggau pada tahun 2010 dalam 
Perkara No. 62/Pid .B/20 11/PN. SGU, sebelum dibentuknya 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri 
Pontianak pada tahun 2011 berdasarkan Keputusan Ketua 
Mahkamah Agung Nomor 022/KMA/SK/II/2011 Tanggal 07 Februari 
2011Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
Pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, PN Padang, PN Pekanbaru, 
PN Palembang, PN Tanjung Karang, PN Serang, PN Yogyakarta, PN 
Banjarmasin, PN Pontianak, PN Samarinda, PN Makassar, PN 
Mataram, PN Kupang, dan PN Jayapura,14dituntut sebagai orang 
yang melakukan, turut melakukan, secara berturut-turut  melakukan 
beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan 
atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus 
dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sekitar Mei 2006 sampai 
dengan bulan Juli tahun 2007 secara melawan hukum melakukan 
                                                 
14 Di akses pada Portal Pengadilan Negeri Marabahan  
http://www.pn-marabahan.go.id/index.php?content=mod_pengumuman&id=12 diakses pada tanggal                  
21 September  2014) 
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perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau 
perekonomian Negara dalam Pengadaan tanah bagi pelaksanaan 
pembangunan untuk kepentingan umum, khususnya di Kabupaten 
Sanggau. 
Akibat perbuatan terdakwa YANSEN AKUN 
EFFENDY,SH,M.Si,MH kerugian keuangan negara/daerah sebesar 
Rp. 1.681.500.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta 
lima ratus ribu rupiah).Didalam persidangan tersebut, tidak 
ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam 
diri terdakwa YANSEN AKUN EFFENDY,SH,M.Si,MH yang dapat 
menghapus hukuman. Selain tidak ada uang yang disita dari 
terdakwa, tidak terdapat adanya pengembalian kerugian keuangan 
negara oleh terdakwa didalam hal - hal yang  meringankan terdakwa 
selain bersikap sopan dan belum pernah dihukum serta mempunyai 
tanggungan keluarga.  
Dikarenakan terdakwa YANSEN AKUN EFFENDY,SH,M.Si,MH 
tidak ada mengembalikan kerugian keuangan negara,  terdakwa 
dituntut agar dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 
6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan 
dengan perintah  terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 
50.000.000,- (dua ratus Juta Rupiah) Subsidair  3 (tiga) Bulan  
Kurungan dan membayar uang pengganti sebesar 
Rp.1.681.500.000,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta 
lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng dengan terdakwa 
lainnya,  dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti 
paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh 
kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa 
dan dilelang menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa 
tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar 
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uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 ( dua 
) Tahun dan 3 (tiga) bulan. Akan tetapi, didalam putusan pengadilan 
negeri tersebut, tidak terdapat amar putusan menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa membayar uang pengganti. 
Terdapat disparitas tuntutan guna memberikan kepastian dalam 
menyelamatkan uang negar. Bahwa kerugian negara yang telah 
terbukti diakibatkan perbuatan melanggar hukum oleh terdakwa, 
akan ditentukan oleh Hakim atas tuntutan Penuntut Umum berapa 
jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa atau 
terpidana korupsi serta hukuman penjatuhan hukum-hukuman lain 
untuk mengembalikan dan menyelamatkan kekayaan negara yang 
dirugikan akibat perbuatan terdakwa. 
Dengan adanya Surat Edaran Jaksa Agung tersebut, upaya 
menyelamatkan uang negara dari para tersangka, terdakwa atau 
terpidana tindak pidanak korupsi pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU 
No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 akan mempercepat, 
mempermudah pengembalian kerugian keuangan negara/daerah 
atau aset-aset negara berupa uang, dibanding dengan menggunakan 
instrumen pidana yang diatur didalam UU No.31 Tahun 1999 jo. UU 
No.20 Tahun 2001dengan cara melakukan perampasan barang 
bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak 
bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak 
pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak 
pidana korupsi dilakukan.  
Begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang 
tersebut, atau menyita harta benda terdakwa untuk dilelang agar 
menutupi uang pengganti yang tidak dibayar oleh Terpidana. 
jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang 
diperoleh dari tindak pidana korupsi. Menyita  (asset recovery) harta 
benda tersangka atau terdakwa oleh jaksa dan di lelang untuk 
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menutupi uang pengganti seyogianya juga untuk mempermudah 
perampasan harta benda terdakwa manakala putusan pengadilan 
sudah berkekuatan hukum tetap 
Berdasarkan Keputusan Nomor: Kep-X-308/C/10/2010 tanggal 
27 Oktober 2010, Jaksa Agung telah membentuk satgas khusus 
barang rampasan dan barang sita eksekusi yang tugasnya 
melakukan penanganan dan penyelesaian barang rampasan serta 
barang hasil sita eksekusi atas barang-barang milik terpidana untuk 
penyelesaian atau pelunasan utang uang pengganti atau pelunasan 
uang pengganti.15 
Dilihat dari tujuan pada tahap penuntutan upaya untuk 
menyelamatkan dan mengembalikan   kerugian negara dari para 
tersangka, terdakwa atau terpidana memang telah diatur antara lain  
didalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 32, Pasal 
33, Pasal 34 Pasal 38C UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 
2001 yang termasuk didalamnya dengan mengajukan gugatan 
perdata terhadap ahli warisnya. 
Akan tetapi, terkait ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a tersebut, 
menurut R.Wiyono16, bahwa pidana tambahan  berupa barang-
barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP tidak 
dapat dilakukan terhadap barang yang tidak berwujud, karena yang 
dimaksud dengan “barang” dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP adalah 
hanya barang berwujud, sedangkan perampasan barang-barang 
sebagaimana dimaksud asal 18 ayat (1) huruf a dapat dilakukan 
terhadap barang-barang yang tidak berwujud. 
Terhadap frasa “harta benda yang diperoleh dari tindak pidana 
korupsi” didalam asal 18 ayat (1) huruf b, R.Wiyono menguraikan  
                                                 
15
http://www.rmol.co/read/2011/10/20/43060/Kejagung-Klaim-Selamatkan-Rp-34,8-Triliun-Duit-
Negara- 
16
 R.Wiyono,2009; “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” 
(Edisi Kedua),Jakarta:Sinar Grafika. halaman 142. 
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perlu adanya alat-alat bukti antara lain keterangan ahli (Pasal 184 
ayat (1) KUHAP) yang dapat menentukan dan membuktikan berapa 
sebenarnya jumlah harta benda yang diperoleh terpidana dari tindak 
pidana korupsi”, karena pelaksanaan pidana tambahan berupa 
pembayaran uang pengganti hanya terbatas sampai “sebanyak-
banyaknya sama” dengan harta yang diperoleh terpidana dari hasil 
tindak pidana korupsi.17 
Tidak dapat dipungkiri, bahwa adanya strategi undang-undang 
didalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, , Pasal 32, Pasal 33 dan 
Pasal 34, Pasal 38C UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 
2001 tersebut adalah sebagai ultimum remedium / alatterakhir dalam 
upaya penyelamatan dan pengembalian kerugian negara dari 
terdakwa atau terpidana bahkan dibebankan kepada ahli warisnya. 
Akan tetapi konsepsi penindakan dengan pola pidana tambahan 
dan atau uang pengganti atau gugatan perdata memerlukan waktu 
yang panjang dan cukup banyak tahapan yang harus dilalui didalam 
pelaksanaan dan pengesekusiannya,disaat pemerintah sedang 
membutuhkan dana untuk melaksanakan pembangunan. 
Adanya instruksi “menyelamatkan uang negara”, didalam 
lnstruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 Tentang Percepatan 
Pemberantasan Korupsi, guna "mengoptimalkan upaya-upaya 
penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk 
menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara” dengan 
menerapkan Surat Edaran bagi Penuntut Umum,walaupun tidak 
secara khusus di didesain untuk tujuan penyelamatan atau 
pengembalian kerugian keuangan negaraperlahan-lahan menjadi 
salah satu strategi dan langkah serta terobosan hukum dan jalan 
keluar terhadap hambatan - hambatan yang dihadapi Kejaksaan untuk 
                                                 
17
 Ibid. 
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mengimbangi ketentuan undang-undang guna penyelamatan atau 
pengembalian kerugian keuangan negara. 
Kewajiban untuk mengganti kerugian keuangan negara oleh 
para pengelola keuangan negara sebagai pengendalian intern 
dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau 
berkurang  atau memulihkan ke keadaan semula kerugian keuangan  
negara, senyatanya juga tidak dapat dengan mudah terlaksana 
apabila dilihat dari beberapa contoh kasus diatas. 
pengenaan ganti kerugian negara  dengan proses atau cara-
cara tertentu, BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas 
waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang 
yang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang dalam 
persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah18. Bendahara 
tersebut dapat mengajukan keberatan terhadap putusan BPK. 
Pengaturan tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah ini 
ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah. 
Penjelasn ini mengacu pada ketentuan penerapan Pasal 62 ayat (3) 
Undang-undang Perbendaharaan Negara,  
Cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah ini ditetapkan 
oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah, terlihat 
memerlukan proses yang memakan waktu. Demikian pula dengan 
ketentuan pasal 65 UU No.1 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa 
kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat 
lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 
5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 
8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan 
penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan 
                                                 
18
Penjelasan Umum UU No.15 Tahun 2004  
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Pengembalian kerugian keuangan negara secara prosedural 
memerlukan waktu dan instrumen hukum yang tepat dan efisien 
terhadap pihak-pihak yang menerima dan atau menikmati hasil dari 
tindak pidana korupsi dan penerapanpidana uang pengganti, didalam 
pelaksaannanya menimbulkan konsekuensi dari tunjuan pem 
Kendala lain yang mengakibatkan pengembalian kerugian 
keuangan negara dari akibat tindak pidana korupsi,  adalah apabila 
terdakwa tidak ada merasa memperkaya diri sendiri atau 
menguntungkan diri sendiri atau dengan kata lain akibat kelalaiannya 
orang lain atau korporasi yang menjadi kaya atau mendapat 
keuntungan yang tidak seharusnya. 
Dari Hasil PengkajianPenyelamatan Kerugian Keuangan Negara 
Dengan Penanganan Sistem Terpadu yang dilakukan oleh Tim 
Pengkajian Pusat Litbang Sri Hastuti, S.H., Tumbur Sinaga, S.H., 
Abdul Gofar, S.H., Hening Hadi Condrowati, S.H., dan Muhamad 
Iqbal, S.H., didalam Laporannya, bahwa upaya penyelamatan 
karugian keuangan Negara oleh kejaksaan dapat dilakukan dengan 
pendekatan system yang telah menekankan pada keterpaduan kinerja 
antar komponen atau sub sistim terkait sehingga setiap komponen 
atau sub sistim yang terlibat merupakan satu kesatuan yang utuh yang 
saling berkaitan satu sama lain. Sub system tersebut adalah sub 
sistim intelijen, sub system tindak pidana khusus, sub sistem pendata 
dan tata usaha Negara erta sub system pembinaan. 
Hambatan yang berifat eksternal maupun internal. Hambatan 
eksternal adalah adanya kelemahan dari aspek peraturan perundang-
undangan dan adanya amar putusan hakim yang tidak lengkap, maka 
dibutuhkan koordinasi yang intensif antar lembaga terkait, sedangkan 
hambatan internal dalah masih adanya kelemahan dalam sistem 
administrasi kejaksaan, hal ini bisa diatasi dengan melaksanakan 
segera mungkin system penyelamatan keuangan Negara secara 
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terpadu dengan berkoordinasi dan bekerjasama antara sub sistim 
tindak pidana khusus, sub system intelijen, sub sistim perdata dan tata 
usaha Negara serta sub sistim pembinaan19. 
3. Simpulan 
Menutup tulisan ini, didapat kesimpulan  
1. Bahwa Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia 
Nomor : SE003/A/JA/02/2010 tertanggal 25 Februari 2010, 
Tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana 
Korupsi senyatanya bukan atau tidak merupakan ultimum 
remidium bagi Kejaksaan dalam upaya untuk menyelamatkan 
kerugian keuangan negara dari tangan tersangka, terdakwa 
atau terpidana.Akan tetapi, sebagai instrument hukum yang 
berlaku secara internal di Kejaksaan,Surat Edaran menjadi 
salah satu alat penguat dari dari terlaksananya TAP MPR No. 
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, 
Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 
2001, UU No. 30 Tahun 2002, UU No. 7 Tahun 2006 Tentang 
Pengesahan United Nations Convention Againts Corruption 
2003, Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2005 Tentang 
Pembentukan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 Tentang 
Percepatan Pemberantasan Korupsi, UU No.8 Tahun 2010) 
dalam upaya pemberantasan korupsi dan penyelamatan 
keuangan negara dari para tersangka, terdakwa maupun 
terpidana serta UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004 
dan UU No.15 Tahun 200. 
                                                 
19 Portal Kejaksaan Republik Indonesia:”PENGKAJIAN- Laporan hasil pengkajian : Penyelamatan 
Kerugian Keuangan Negara Dengan Penanganan Sistem Terpadu. 17-12-
2010http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&id=1659 (diakses tanggal 22 
September 2014) 
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2. kendala yang muncul bagi Kejaksaan didalam upaya 
menyelamatkan kerugian keuangan negara dalam kasus tindak 
pidana korupsi dari para tersangka, terdakwa maupun terpidana 
baik dalam bentuk pengembalian kerugian negara secara 
sukarela secara langsung ke kas negara/daerah tanpa melalui 
penuntutan atau pengembalian oleh tersangka secara sukarela 
saat penuntutan, pengembalian oleh terdakwa secara langsung 
ke kas negara/daerah yang dirugikan saat proses persidangan 
sedang berlangsung, bentuk penyitaan, perampasan barang 
bukti berdasar putusan pidana atau melalui pembayaran uang 
penganti yang dibebankan, memerlukan pola yang sistemik 
dengan menggunakan Surat Edaran sebagai salah satu upaya 
cepat.  
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